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ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum
serta hambatan dan upayanya terhadap pasien rawat inap sebagai konsumen dalam
perjanjian jasa pelayanan kesehatan di Klinik Utama Nusa Lima Medika
Pekanbaru ?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan
hukum serta hambatan dan upayanya terhadap pasien rawat inap sebagai
konsumen dalam perjanjian jasa pelayanan kesehatan di Klinik Utama Nusa Lima
Medika Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis ini membahas perlindungan
hukum terhadap pasien rawat inap sebagai konsumen dalam perjanjian jasa
pelayanan kesehatan di Klinik Utama Nusa Lima Medika Pekanbaru. Hasil
Penelitian diketahui bahwa pertama, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
pasien rawat inap sebagai konsumen dalam perjanjian jasa pelayanan kesehatan di
Klinik Utama Nusa Lima Medika Pekanbaru kurang optimal, yaitu pemahaman
yang diterima pasien berbeda-beda sehingga informasi yang ditangkap berbeda-
beda, dan pasien yang tidak mau tahu untuk apa persetujuan itu harus diberikan
serta terpenting menurut pasien adalah mendapat pelayanan dengan cepat yang
mengakibatkan tidak tersampaikannya informasi dengan baik. Kedua, hambatan
dalam perlindungan hukum terhadap pasien rawat inap sebagai konsumen dalam
perjanjian jasa pelayanan kesehatan di Klinik Utama Nusa Lima Medika
Pekanbaru yaitu kekurangan tenaga medis seperti dokter, perawat dan tenaga
administrasi, kurangnya tenaga penunjang pelayanan medis seperti tenaga
Farmasi, radiologi, dan laboratorium, tingkat pemahaman dari pasien berbeda-
beda karena faktor Pendidikan, Pasien merasa awam mengenai istilah yang
disampaikan dokter dan Pasien yang tidak mau tahu yang mengakibatkan tidak
tersampaikannya informasi dengan baik. Ketiga, upaya mengatasi hambatan
dalam perlindungan hukum terhadap pasien rawat inap sebagai konsumen dalam
perjanjian jasa pelayanan kesehatan di Klinik Utama Nusa Lima Medika
Pekanbaru yaitu menambah jumlah tenaga medis, tenaga penunjang medis dan
tenaga admisnistrasi dengan cara rekruitmen, memberikan Komunikasi,
Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pasien dengan bahasa yang mudah
dipahami, dan memberikan kesempatan kepada pasien untuk menyampaikan
ketidakpuasannya terhadap pelayanan baik secara langsung maupun melalui
media online disertai dengan bukti yang jelas.

Kata Kunci : Perjanjian, Pelayanan Kesehatan, Pasien
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada pada dasarnya merupakan usaha—usaha yang dilakukan
untuk mencapai tujuan nasional NKRI yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan
berdasarkan iman dan tagwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan tujuan
pembangunan nasional yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD
1945 dijelaskan bahwa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoneisa
guna menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah
Indonesia, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.*

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan
yang harus diwujudkan negara sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
memiliki kewenangan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi—
tingginya bagi masyarakat dengan menyelenggarakan upaya kesehatan yang
terpadu menyeluruh dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif.”

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, telah
berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin
canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa professional di bidang

kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara

! Muhamad Sadi, Etika Hukum Kesehatan, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), him. 5.
2 Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2017),
him. 17



perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar, dan
kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar pula. Dalam banyak hal
yang berhubungan dengan masalah kesehatan sering ditemui kasus- kasus yang
merugikan pasien. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila profesi kesehatan
serta perlindungan terhadap pasien diperbincangkan baik di kalangan intelektual
maupun masyarakat awam dan kalangan pemerhati kesehatan

Beberapa tahun terakhir ini sering timbul gugatan dari pasien yang merasa
dirugikan, untuk menuntut ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang
dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan pekerjaannya. Pada
dasarnya kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesi
medis, merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan. Hal ini karena akibat
kesalahan atau kelalaian tersebut mempunyai dampak yang merugikan pasien.
Selain itu dalam hal perlindungan terhadap pasien pun perlu untuk dibahas dan
dikaji lebih dalam.

Hubungan pasien dan pemberi pelayanan kesehatan dapat disebut sebagai
hubungan antara subjek-subjek hukum yang seharusnya memiliki kedudukan yang
sama di hadapan hukum. Adanya hubungan komersial dalam pelayanan kesehatan
dapat dijadikan sebagai dasar untuk menempatkan hubungan di antara para pihak
dalam pelayanan kesehatan sebagai hubungan transaksi komersial di antara
konsumen dan tenaga kesehatan berlaku dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Konsekuensi dari hubungan hukum antara konsumen dan tenaga kesehatan
menimbulkan hal dan kewajiban yang saling timbal balik dari masing-masing

pihak. Hal itu mewujudkan persoalan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan



penyelenggaraan rekam medis dalam pelayanan kesehatan. Pasal 1 ayat 1
Permenkes No 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis menjelaskan bahwa rekam
medis berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan,
pengobatan, dan tindakan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien.

Pengambilan suatu tindakan medik seringkali dokter maupun institusi
kesehatan meminta pasien untuk menandatangani surat pernyataan yang dikenal
sebagai “Informed Concent” atau “Persetujuan Tindakan Medik”. Persetujuan
tindakan medik ini sangatlah penting bagi dokter maupun suatu institusi kesehatan
untuk membuktikan bahwa tindakan medik yang diambil telah diketahui,
dimengerti oleh pasien ataupun keluarganya dengan baik mengenai segala
keuntungan/kerugian dan resiko dari tindakan tersebut serta disetujui oleh diri
pasien sendiri/istri/suami/anak/ayah/ibu/lainnya.

Surat persetujuan tindakan medik ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu
bentuk komunikasi antara dokter dan pasien ataupun keluarga pasien. Dokter tidak
berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kemauan pasien,
walaupun tindakan itu untuk kepentingan pasien itu sendiri. Semua tindakan
medik baik tindakan diagnostik, terapeutik maupun paliatif memerlukan
persetujuan tindakan medik secara lisan maupun tertulis. Setiap tindakan medik
yang mengandung resiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis
yang ditandatangani oleh pasien, setelah sebelumnya pasien itu memperoleh
informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta
resiko yang berkaitan dengannya. Namun seringkali persetujuan tindakan medik

ini oleh dokter hanya dipandang sebagai suatu prosedur untuk memperoleh ijin



atau tanda tangan atau persetujuan pengobatan maupun tindakan medis dan
penelitian saja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih
lanjut tentang permasalahan yang ada di Klinik Utama Nusa Lima Pekanbaru
karena setiap pasien yang melakukan rawat inap wajib mendapatkan informed
consent yang kemudian menjadi rekam medik pasien tersebut. Gambaran realisasi
perlindungan terhadap pasien tersebut maka penulis akan melakukan penelitian
dengan judul yaitu : “”’Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Rawat Inap
Sebagai Konsumen Perjanjian Jasa Pelayanan Kesehatan di Klinik Utama
Nusa Lima Medika Pekanbaru.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien rawat inap sebagai
konsumen dalam perjanjian jasa pelayanan kesehatan di Klinik Utama
Nusa Lima Medika Pekanbaru?

2. Bagaimana hambatan perlindungan hukum terhadap pasien rawat inap
sebagai konsumen dalam perjanjian jasa pelayanan kesehatan di Klinik
Utama Nusa Lima Medika Pekanbaru?

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan perlindungan hukum pasien rawat
inap sebagai konsumen dalam perjanjian jasa pelayanan kesehatan di
Klinik Utama Nusa Lima Medika Pekanbaru

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:



a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien rawat inap
sebagai konsumen dalam perjanjian jasa pelayanan kesehatan di
Klinik Utama Nusa Lima Medika Pekanbaru

b. Untuk mengetahui hambatan perlindungan hukum terhadap pasien
rawat inap sebagai konsumen dalam perjanjian jasa pelayanan
kesehatan di Klinik Utama Nusa Lima Medika Pekanbaru

c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan pelaksanaan
perlindungan hukum pasien rawat inap sebagai konsumen dalam
perjanjian jasa pelayanan kesehatan di Klinik Utama Nusa Lima
Medika Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti,
terkait pelindungan hukum terhadap pasien rawat inap sebagai
konsumen jasa pelayanan kesehatan Serta sebagai syarat untuk
menyelesaikan pendidikan srata satu di Fakultas Hukum Universitas
Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan
olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga
dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan
perguruan tinggi, terkait pelindungan hukum terhadap pasien rawat
inap sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini
di harapkan dapat memberikan kontribusi dan dasar pemikiran bagi

perkembangan hukum tentang sistem peradilan perdata di indonesia



c. Bagi instansi: Sebagai bahan masukan bagi perusahaan, khususnya
Klinik Utama Nusa Lima Pekanbaru terkait pelindungan hukum
terhadap konsumen sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan.

D. Kerangka Teori
1. Teori Perlindungan Hukum

Memandang hukum dari aspek tujuan yang hendak dicapai oleh
hukum itu sendiri, Dalam fungsinya, maka hukum sebagai perlindungan
kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hal itu dapat dilihat secara
eksplisit dari pengertian hukum. Dalam konsep pengertian lain, hukum
memiliki tugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam
masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara kepastian hukum.?

Kepastian hukum tersebut dikemudin hari diharapkan dapat
memberikan perlindungan hukum pada obyek hukum itu sendiri.
Perlindungan hukum didefiniskan sebagai perlindungan akan harkat dan
martabat, serta pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia yang dimiliki
oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan/
merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi
suatu hal dari hal lainnya.*

Dokrin  mengenai perlindungan hukum bermunculan. Menurut
Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “Memberikan pengayoman

terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu

® Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty,
1998), him. 71.

* Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia, (Surabaya: Bina
llmu, 1983), him. 38.



di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak - hak yang
diberikan oleh hukum.” Doktrin mengenai perlindungan hukum juga
dikemukakan oleh C.S.T Kansil. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan
hukum adalah “berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat
penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun
fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.®

Hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Terkait dengan
perlindungan hukum, maka dinyatakan bahwa Kekuasaan terdiri dari dua
yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Kemudian dalam
hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum
adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi),
misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. Jadi, dapat
dikatakan perlindungan hukum dapat dinilai dari aspek pemerintahan dan
aspek kekuasaan ekonomi.’

Dalam kajian hukum serupa disebutkan bahwa Philipus M. Hadjon
menyatakan bahwa terdapat dua macam perlindungan bagi rakyat dari
perbuatan pemerintah yang melanggar hukum yaitu perlindungan preventif
dan perlindungan hukum represif.® Terhadap eksistensi perlindungan hukum
preventif, Perlindungan hukum preventif kepada rakyat diberikan

kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya

> Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), him. 165.

® C.S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1989), him. 102.

" Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika,
2009), him. 10.

® Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, Perlindungan Hukum Non Yudisial
Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah, Jurnal Yuridika, Volume 33, Nomor 1,
Januari 2018, him. 44.



sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.°
Sedangkan Perlindungan hukum represif merupakan sebuah bentuk
perlindungan hukum dengan cara menggugat atau mempermasalahkan atau
memperkarakan pemerintah ke pengadilan (sebagai bagian dari kekuasaan
kehakiman/ yudikatif).*

Hal tersebut dapat diartikan bahwa perlindungan hukum yang
preventif bertujuan/ bersifat untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan
sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan/ bersifat untuk
menyelesaikan sengketa.

2. Teori Efektivitas Hukum

Setiap anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
melakukan berbagai perjanjian dengan mengadakan hubungan satu sama
lain, terutama dengan melakukan hubungan dalam pertukaran barang dan
jasa dalam lalu lintas ekonomi. Perikatan berasal dari bahasa belanda
“verbintenis” atau dalam bahasa inggris “binding”. Verbintenis berasal
dari perkataan bahasa perancis,”obligation” yang terdapat dalam ‘“code
civil perancis” yang selanjutnya merupakan terjemahan dari Kkata
“obligation” yang teradapat dalam hukum romawi “corpus juris civilis”.

Menurut Hogmann, perikatan atau verbintenis adalah suatu
hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum
sehubungan dengan itu, seseorang mengikatkan dirinya untuk bersikap

menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas

° Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi
tentang Prinsip - Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan
Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), him. 2.

9 Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008), him. 386-387.



sikap demikian itu. Perikatan / verbintenis adalah hubungan hukum
(rechtsbetrekking) yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara
penghubungnya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan
hukum antara perseorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada
dalam lingkungan hukum. Hubungan hukum dalam perjanjian bukan
merupakan suatu hubungan hukum yang timbul dengan sendirinya, akan
tetapi hubungan tercipta karean adanya tindakan hukum/rechtshandeling.
Tindakan / perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak pihaklah yang
menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak
diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak
yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk
menunaikan prestasi.  Prestasi merupakan obyek (Voorwerp) dari
perjanjian. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar
tindakan hukum, tidak akan memiliki arti apapun bagi hukum perjanjian.
Perjanjian adalah salah satu contoh tindakan hukum berganda, akan
tetapi terdapat beberapa tindakan hukum yang dilakukan oleh beberapa
orang, tetapi tidak dapat digolongkan pada perjanjian, misalnya
sepakat/keputusan yang tercapai dalam rapat. Disinilah letak perjanjian
tanpa adanya penjelasan lebih lanjut menunjuk pada perjanjian obligator,
yaitu perjanjian yang menimbulkan perikatan.
E. Metode Penelitian
Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu
metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari

masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.



1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian sosiologis, adapun

sifatnya nya adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian
empiris merupakan penelitian lapangan yang mana penulis langsng terjun
kelapangan untuk memeriksa, memahami dan menganalisis secara
langsung berdasarkan fakta-fakta nyata di lapangan. Dan metode
pengumpulan data disini dengan cara wawncara secara langsung dengan
nara sumber di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu
pengumpulan data dan informasi dengan mendeskripsikan suatu gejala
pada penelitian.
Penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum
dengan melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat diharapkan
mampu mengungkapkan efektivitas dan mengidentifikasi hukum tidak
tertulis yang berlaku pada masyarakat. Untuk mendapatkan keterangan
yang akurat penulis langsung melakukan observasi secara langsung dan
melakukan wawancar/interview kepada resonden untuk menadapatkan
jawaban. 1

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian

yaitu di wilayah jalan Ronggowarsito No0.40, Suka Maju, Kec.Sail, Kota
Pekanbaru.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

1 pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
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Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti.
Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi
penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu
mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur
yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek
penelitiannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:
1) Direktur PT.Nusa Lima Medika sebanyak 1 (satu) orang.

2) Kepala Klinik Utama Nusa Lima Medika sebanyak 1 (satu) orang.

3) Pasien Rawat Inap di Klinik Utama Nusa Lima Medika sebanyak 50
(lima puluh) orang.

. Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk
menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang
akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya
nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah
untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data
dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini
sebagai berikut :

1) Direktur PT. Nusa Lima Medika sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan
dengan metode sensus.

2) Kepala Klinik Utama Nusa Lima Medika sebanyak 1 (satu) orang
ditetapkan dengan metode sensus.

3) Pasien Rawat Inap di Klinik Utama Nusa Lima Medika sebanyak 10

(sepuluh) orang ditetapkan dengan metode random.
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Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No

1
2

3

Jumlah Jumlah  Persentase
Populasi Populasi ~ Sampel (%)
Direktur PT.Nusa Lima Medika 1 orang 1 orang 100
Kepala Klinik Utama Nusa Lima 1 orang 1 orang 100
Medika
Pasien Rawat Inap di Klinik Utama 50 orang 10 orang 20

Nusa Lima Medika

Sumber : data primer tahun 2024.

4. Sumber data

5.

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung
yang sesuai dengan permasalahan melalui responden yang sudah
penulis tetapkan.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur
kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh
melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana
juga berkaitan erat dengan penelitian.

c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya
yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan
dipertanggungjawabkan  sehingga dapat memberikan  gambaran
permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis

menggunakan alat pengumpulan data berupa :
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a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara, wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara non
struktur, karena pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah
pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai
dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.

c. Kajian Kepustakaan, yaitu peran aktif penulis untuk membaca
literatur- literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan
perlindungan hukum terhadap pasien rawat inap sebagai konsumen
dalam perjanjian jasa pelayanan kesehatan di Klinik Utama Nusa Lima
Medika Pekanbaru yang mana ini berguna untuk mencari data
sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data
Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data
dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun
yang sejenisnya. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif,
maksudnya data yang diperoleh dihubungkan atau dikaitkan dengan
peraturan Perundang-Undangan dan pendapat ahli yang menjadi rujukan.

Hasil akhir pembahasan penulis menggunakan metode berfikir deduktif,

yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu

pernyataan yang bersifat khusus.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Pelaksanaan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien rawat inap
sebagai konsumen dalam perjanjian jasa pelayanan kesehatan di Klinik
Utama Nusa Lima Medika Pekanbaru masih belum optimal, hal ini
dikarenakaan pemahaman yang diterima pasien berbeda-beda sehingga
informasi yang ditangkap berbeda-beda, dan pasien yang tidak mau tahu
untuk apa persetujuan itu harus diberikan, yang terpenting menurut pasien
adalah mendapat pelayanan dengan cepat yang mengakibatkan tidak
tersampaikannya informasi dengan baik.

2. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap pasien rawat inap sebagai
konsumen dalam perjanjian jasa pelayanan kesehatan di Klinik Utama
Nusa Lima Medika Pekanbaru yaitu kekurangan tenaga medis seperti
dokter, perawat dan tenaga administrasi, kurangnya tenaga penunjang
pelayanan medis seperti tenaga Farmasi, radiologi, dan laboratorium,
tingkat pemahaman dari pasien berbeda-beda karena faktor Pendidikan,
Pasien merasa awam mengenai istilah yang disampaikan dokter dan Pasien
yang tidak mau tahu yang mengakibatkan tidak tersampaikannya informasi
dengan baik.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap pasien
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rawat inap sebagai konsumen dalam perjanjian jasa pelayanan kesehatan di
Klinik Utama Nusa Lima Medika Pekanbaru yaitu menambah jumlah
tenaga medis, tenaga penunjang medis dan tenaga admisnistrasi dengan
cara rekruitmen, memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
kepada pasien dengan bahasa yang mudah dipahami, dan memberikan
kesempatan kepada pasien untuk menyampaikan ketidakpuasannya
terhadap pelayanan baik secara langsung maupun melalui media online
disertai dengan bukti yang jelas.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian
antara lain:

1. Untuk pihak Klinik Utama Nusa Lima Medika Pekanbaru tetap
mempertahankan menggunakan bahasa yang mudah dipahamai saat
menjelaskan maksud dari Informed consent. Serta pengawasan terhadap
pemberian persetujuan tindakan medis dalam situasi dan kondisi appaun.

2. Untuk konsumen sebaiknya dapat lebih menanyakan tentang perjanjian
terapeutik atau Informed consent yang dijelaskan kepada dokter atau petugas
medis bila penjelasaannya kurang lengkap atau kurang mengerti bukan
sekedar menerima informasi dari tenaga kesehatan bersangkutan.

3. Untuk pemerintah atau khususnya lembaga akreditasi fasyankes seluruh
Indonesia agar tetap melakukan pengawasan yang sebaiknya secara

menyeluruh dalam setiap aspek dengan standar tertentu.
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